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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan



Menetapkan
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Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti
legalitas persetujuan dari pemerintah kepada
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas
dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha,

Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

2.  Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan
Nonperizinan di Daerah yang cepat, mudah,

terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan

akuntabel.
BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3

Bupati memberikan Delegasi kewenangan penyelenggaraan
Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada

Kepala Dinas.

Pasal 4
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PELAPORAN
Pasal 5
Kepala Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau

sewaktu-waktu diperlukan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non perizinan yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha, Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan
dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinaan Berusaha, Perizinan
dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
' Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 45) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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KODE

SKALA

TINGKAT

NO KBLI JUDUL KBLI RUANG LINGKUP USAHA RESIKO PRODUK
Kelompok ini mencakup usaha perbenihan
serealia lainnya, aneka kacang, dan biji
bijian penghasil minyak lainnya mulai dari Mikro Menengah
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, Kecil Rendah
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan
pascapanen jika menjadi satu kesatuan NIB dan
kegiatan tanaman serealia lainnya bukan Sertifikat
padi, jagung dan gandum, tanamanan Standar
aneka kacang lainnya dan pertanian
lainnya yang belum Diklasifikasikan pada Menengah Menengah
kelompok 01111 sd 01118. Termasuk Besar Tinggi
kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman serealia dan biji bijian penghasil
minyak lainnya
Mikro Rendah NIB
Kelompok ini mencakup usaha pertanian Kecil
padi hibrida mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penyemaian, Menengah Menengah
penanaman, pemeliharaan, dan juga Rendah
pemanenan dan pascapanen jika menjadi NIB dan
satu kesatuan kegiatan sampai dengan Sertifikat
61 | 01121 | Pertanian Padi Hibrida dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen Besar memsm.m% Standar
(GKP) Tinggi
Kelompok ini mencakup usaha perbenihan
padi hibrida mulai dari Wmmwﬂmb Mikro Menengah Z:w. dan
pengolahan lahan, penyemaian, Keci Sertifikat
. . ecil Rendah
penanaman, pemeliharaan, dan juga Standar

pemanenan dan pascapanen jika menjadi
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KODE SKALA TINGKAT
NO KBLI JUDUL KBLI RUANG LINGKUP USAHA RESIKO PRODUK
NIB dan
Menengah ZMMMMMME Sertifikat
Standar
Industri Barang dari Kulit Kecil Rendah NIB
248 | 15129 | dan Kulit Komposisi untuk | Seluruh NIB d
Keperluan Lainnya Menengah can
Menengah Rendah Sertifikat
Standar
Kecil Rendah NIB
Industri Alas Kaki Untuk
249 | 15201 Keperluan Sehari-hari Seluruh NIB dan
Menengah .
Menengah Rendah Sertifikat
Standar
Kecil Rendah NIB
250 | 15202 | Industri Sepatu Olahraga Seluruh
’ ° Menengah NIB dan
Menengah Rendah Sertifikat
Standar
Industri Sepatu  Teknik Kecil Rendah NIB
251 | 15203 | Lapangan/Keperluan Seluruh NIB dan
Industri Menengah ZMMMMMMS Sertifikat
Standar
252 | 15029 | Industri Alas Kaki Lainnya Seluruh Kecil Rendah NIB
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KODE

SKALA

TINGKAT

NO KBLI JUDUL KBLI RUANG LINGKUP USAHA RESIKO PRODUK
. Khusus untuk teknologi augmented/ |- Kecil Menengah NIB dan
539 | 61929 | Jasa Multimedia Lainnya . . Sertifikat
virtual reality - Menengah Rendah
Standar
o . NIB dan
540 | 62011 >WE<:mm Pengembangan Seluruh - Kecil Menengah Sertifikat
Video Game - Menengah Rendah
Standar
Aktivitas Pengembangan . NIB dan
541 | 62012 | Aplikasi Perdagangan melalui | Seluruh - Kecil Menengah Sertifikat
- Menengah Rendah
Internet (Ecommerce) Standar
Aktivitas Pemrograman dan - Kecil Menengah NIB dan
542 | 62013 | Produksi Konten  Media | Seluruh & Sertifikat
. - Menengah Rendah
Imersif Standar
Aktivitas Pemrograman - Kecil Menengah NIB dan
543 | 62019 . Seluruh Sertifikat
Komputer Lainnya - Menengah Rendah
Standar
. . . NIB dan
544 | 62001 Aktivitas Hmop.pmsxmmu Seluruh - Kecil Eoﬂmbm.mw Sertifikat
Keamannan Informasi - Menengah Tinggi
Standar
Aktivitas Konsultasi . Kecil Meneneah NIB dan
545 | 62029 | Komputer dan Manajemen | Seluruh . Menengah Tin mm Sertifikat
Fasilitas Komputer Lainnya & g8 Standar
Aktivitas Teknologi Informasi - Kecil
546 | 62090 dan Jasa Komputer Lainnya Seluruh - Menengah Rendah NIB
- Kecil Menengah NIB dan
547 | 63111 | Aktivitas Pengolahan Data Seluruh Sertifikat
- Menengah Rendah
Standar
. NIB dan
548 | 63112 | Aktivitas Hosting dan YBDI | Seluruh © gel Menengah Sertifikat
- enengah Tinggi

Standar
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Besar

KODE SKALA TINGKAT
NO KBLI JUDUL KBLI RUANG LINGKUP USAHA RESIKO PRODUK
Usaha Perdagangan Besar semen seperti |- Mikro
849 | 46634 Humammmbmmb Besar Semen, | Portland putih, semen portland abuabu, |- Kecil Rendah NIB
Kapur, Pasir, dan Batu semen posolan kapur, semen portland [- Menengah
_ posolan - Besar
- Mikro
Perdagangan Besar Bahan - Kecil
850 | 46636 Kontruksi dari Kayu Seluruh . Menengah Rendah NIB
- Besar
- Mikro
Perdagangan Besar Berbagai - Kecil
851 | 46638 Macam Material Bangunan Seluruh - Menengah Rendah NIB
~ Besar
, - Mikro
852 | 46639 | erdagangan Besar Bahan Seluruh - Kecil Rendah NIB
Kontruksi Lainnya - Menengah
- Besar
, - ~ Mikro
Perdagangan Besar Pupuk - Kecil
853 | 46652 dan Produk Agrokimia Seluruh - Menengah Rendah NIB
- Besar
- Mikro
854 | 46201 Humammmsmms Besar Padi dan Selurah - Kecil Rendah NIB
Palawija - Menengah
- Besar
-  Mikro
Perdagangan Besar Hasil - Kecil
855 | 46209 Pertanian dan Hewan Hidup Seluruh - Menengah Rendah NIB
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NO

NOMENKLATUR PB UMKU

MASA BERLAKU

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba
Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali
dinyatakan tidak berlaku apabila:

1.
2.

3.

perjanjian waralaba berakhir

pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba
menghentikan kegiatan usahanya dan/atau

berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba
Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali
dinyatakan tidak berlaku apabila:

1.
2.

perjanjian waralaba berakhir

pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau
penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan
usahanya dan/atau

. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

10

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba
Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali
dinyatakan tidak berlaku apabila:

1.
2.

perjanjian waralaba berakhir

pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau
penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan
usahanya dan/atau

. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

11

Tanda Daftar Gudang

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
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NO NOMENKLATUR KETERANGAN
45 Surat Izin Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal

46 Surat Izin Dokter Spesialis Gizi Klinik

47 Surat Izin Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah

48 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik
49 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

50 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Dan Teranostik Molekuler
51 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi

52 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

53 Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan

54 Surat Izin Dokter Spesialis Kelautan

55 Surat Izin Dokter Spesialis Mata

56 Surat Izin Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

57 Surat Izin Dokter Spesialis Neurologi

58 Surat Izin Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi

59 Surat Izin Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

60 Surat Izin Dokter Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi

61 Surat Izin Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

62 Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Anatomi

63 Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Klinik

64 Surat Izin Dokter Spesialis Penyakit Dalam

65 Surat Izin Dokter Spesialis Psikiatri

66 Surat Izin Dokter Spesialis Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi
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NO NOMENKLATUR KETERANGAN
67 Surat Izin Dokter Spesialis Radiologi

68 Surat Izin Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher
69 Surat Izin Dokter Spesialis Urologi

70 Surat Izin Elektromedis

71 Surat Izin Entomolog Kesehatan

72 Surat Izin Epidemiolog Kesehatan

73 Surat Izin Fisikawan Medik

74 Surat Izin Fisioterapis

75 Surat Izin Ners

76 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Anak

77 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis
78 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Geriatri

79 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Jiwa

80 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler

81 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Komunitas

82 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Maternitas

83 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah

84 Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Onkologi

85 Surat Izin Nutrisionis

86 Surat Izin Optometris

87 Surat Izin Ortotik Prostetik

88 Surat Izin Pembimbing Kesehatan
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NO NOMENKLATUR KETERANGAN
89 Surat Izin Penata Anestesi

90 Surat Izin Perawat Vokasi

91 Surat Izin Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan

92 Surat Izin Psikologi Klinis

93 Surat Izin Radiografer

94 Surat Izin Teknisi Gigi

95 Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler

96 Surat Izin Teknis Pelayanan Darah

97 Surat Izin Tenaga Administratif Dan Kebijakan Kesehatan
98 Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

99 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
100 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan

101 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
102 Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisonal Ramuan Atau Jamu
103 Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku

104 Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan

105 Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik

106 Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi

107 Surat Izin Terapis Gigi Dan Mulut

108 Surat Izin Terapis Okupasional

109 Surat Izin Terapis Wicara

110 Surat Izin Tukang Gigi
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